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Abstract

The Performance analysis of Local Goverment Working Units in compiling and discussing the
accountability Report of Regent to Parliament of Sintang District

FRANSISKUS EDWRDS, S. SOS
OPEN UNIVERSITY

This study based on the fundamental issues in implementation of the assignment in compiling
the accountability Report of Regent of Sintang District from Governance Section Regional
Secretariat Sintang is still not optimal. Indications of this are as follows:

(1) Performance data collection officer from the Local Goverment working unit (SKPD) in
terms of meaning and understanding of LKPJ still low. Consequently the accountability Report
of Regent Sintang to Parliament often late, which is based on Government Regulation No. 3 of
2007 also explains that the accountability Report end of fiscal year submitted to Parliament no
later than 3 months after the fiscal year ends.

( 2 )Data processing development results as a material for the compiling of the accountability
report submitted by the data collectors in each Local Goverment Working Units on Governance
Section is not transparent and meet the requirements as stipulated in Government Regulation No.
3 0f 2007. The data presented generally refers to the key performance indicators of each Local
Goverment Working Units. Recommendations of this study is to support the continuity of
compiling the accountability Report of Regent of Sintang District. Coordination activities
should be started from the beginning, which is at the planning stage. By starting from the
planning expected a common perception among related units. To support the continuity of
compiling the Accountability Report of Regent of Sintang District, it needs to increase the
capacity of staff in the preparation of the data processing of Accountability Report of Regent of
Sintang District. Indicators are used as observation to achieve these goals are

( 1 )The increasing of competency data processing

(2)The accurateness of the time in compiling the Accountability Report

(3 ) The level of data accuracy of the Accountability Report of Regent Sintang District.

The Activitiy that can be done is the Compiling of the data processing training of Accountability
Report of Regent of Sintang District.

Keywords : Performance, Compiling, Accountability Report of Regent of Sintang District
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ABSTRAK

Analisis Penyusunan Dan Pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD
Kabupaten Sintang

FRANSISKUS EDWARD, S.SOS.

Universitas Terbuka

Penelitian ini berangkat dart adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan tugas
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang oleh
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yaitu masih
belum berjalan optimal. Indikasi hal tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kinerja
petugas pengumpulan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal
pemaknaan dan pemahaman tentang LKPJ masih rendah. Akibatnya Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang kepada DPRD sering terlambat,
dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 juga menjelaskan
bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Pengolahan data hasil
pembangunan sebagai bahan untuk penyusunan LKPJ yang disampaikan oleh
petugas pengumpul data pada setiap SKPD kepada Bagian Tata Pemerintahan
belum transparan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Data yang disampaikan pada
umumnya belum mengacu pada indikator kinerja utama dari masing-masing
SKPD  Rekomendasi penelitian ini adalah Guna mendukung kelancaran
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang
kegiatan koordinasi perlu dimulai sejak awal, yaitu pada tahap perencanaan.
Dengan dimulai scjak perencanaan diharapkan adanya kcsamaan perscpsi antar
unit kerja terkait. Dalam pelaksanaan koordinasi diharapkan pula dilakukan
penyempurnaan sistem kerja. Guna mendukung kelancaran Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang periu peningkatan
kemampuan staf dalam pengolahan data penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang. Indikator yang dijadikan amatan untuk
mencapai sasaran tersebut adalah 1) Meningkatnya kompetens: pengolahan data;
2) Ketepatan waktu penyusunan LKPJ dan 3) Tingkat akurasi data LKPJ Bupati.
Kegiatan vang dapat dilakukan adalah Pelatihan pengolahan data penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang.

Kata Kunci: Penyusunan, Pembahasan, LKPJ Bupati
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
Pemerintah Kabupaten Sintang pada Tahun 2013 telah melakukan
restrukturisasi perangkat daerah, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Sintang. Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 adalah

sebagai berikul.

1. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Bagian-
Bagian yang berada di bawah masing-masing asisten adalah sebagai berikut:

a. Asisten Pemerintahan, terdir1 dari:
1) Bagian Tata Pemerintahan
2) Bagian Hukum
3) Bagian Humas dan Protokol
4) Bagian Pertanahan

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
1) Bagian Kesejahteraan Rakyat

2) Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Asisten Administrast Umum terdirt dart:
1) Bagian Umum
2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana

3) Bagian Santei dan PDE)

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang

3. Inspektorat Kabupaten Sintang

4. Dinas (13 Dinas) yaitu :

3

2)

(OS]
N~

9)

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Dinas Perhubungan dan Informatika

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Dinas Pendapatan Daerah

10)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

11)Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1"
12

13)Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.

N TN o ik 1 IR P S
)Dinas Pertambangan dan Energ,

5. Lembaga Teknis Daerah terdir1 dar:
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1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Badan Kepegawaian Daerah
3) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
4) Badan Lingkungan Hidup
5) Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Penkanan, Kehutanan dan
Ketahanan Pangan
6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
10)Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
11)Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen Sintang
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kecamatan (14 Kecamatan )
8. Kelurahan ( 16 Kelurahan )
9. Staf Ahli (5 staf ahli)
Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, pada tahun
2015 berjumiah 6414 orang, dengan klasifikasi sebagaimana yang ditampilkan

dalam beberapa tabel bzetting PNS, sebagai berikut
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Tabel 4.1
Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
Menurut Jenis Kelamin

- No Jermis Kelamm Jumlah (orang) Persentase (%)
] 2 3 4
1. | Laki-laki 4480 69,85
2. | Perempuan 1.934 30,15
Jumlah 6414 100,00

jSumber - BKD Kabupaten Sintang, 2015
Daii tabel di atas, jelas tertihat bahwa jumilahh PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang didominasi laki-laki yaitu sebesar 69,85 % atau
4 480 orang, sedangkan perempuan sebesar 30,15 % atau 1.934 orang. Dilihat dar1
angka tersebui maka perbandingan berdasarkan jems kelamin adalan 1. 2.3, Lebih
banyaknya jenis kelamin laki-laki sebagai PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang dengan pertimbangan bahwa medan wilayah Kabupaten
Sintang sangat luas dan berbukit. Ada beberapa wilayah kecamaian yang hanya
dapat ditempuh melalui transportasi air.
Selanjutnya diutarakan jumlah PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang menurut golongan kepangkatan. Adapun data tersebut dapat di

lihat pada tabel di bawah 1n1 :
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Tabei 4.2
Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
Menurut Golongan

'No Golongan Jumlah (orang) Persentase (%)
1 1 168 2,62
2 II 2.166 33,77

3. HH 3922 61,15
4 v 158 2,46
. | Jumlah | 0.414 | 100,00

Sumber : BKD Kabupaten Sintang, 2015
Dari tabel di atas, tampak baliwa jumlah terbesar PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang berada pada golongan Il yaitu 61,15 % atau 3.922
orang, sedangkan jumlah terkecil pada golongan IV yaitu sebesar 2,46 % atau 158
orang. Selanjutnya data PNS di hngkungan Pemenntah Kabupaien Sintang
berdasarkan tingkat pendidikan formal, dapat dilihat pada tabel berikut ini1 :
Tabel 4.3.

Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
Menurut Tingkat Pendidikan Formal

[

' No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) ‘ Persentase (%)
1. | Sekolah Dasar 257 | 4,01
. 2. | SLTP 268 4,18
" 3. |SLTA/DI 3.601 | 56,14

4. | DI 1.029 | 16,04

5. | D.I/Sarmud 459 7,17

6. | Sarjana/S.1 725 | 11,30
7 Pascasanana/S 2 75 1.17
| Jumlah 6414 100,00

1

|
Sumber : BKD Kabupaten Sintang, 2015
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Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang tingkat pendidikan formalnya SLTA/D.1 yaitu
56,14 % atau 3.601 orang. Sedangkan persentase terendah pada tingkat
pendidikan Pascsarjana yaitu 1,17 % atau 75 orang. Tetapi mengingat Kabupaten
Sintang termasuk kabupaten yang tingkat perekonomian, pendidikan dan
kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, kondisi int menunjukkan kemajuan
yang luar biasa dilihat dart banyaknya PNS yang berpendidikan Pascasarjana dan
Sarjana. Dengan persentase sebesar 1,17 % diharapkan mampu memberikan
sumbangan pemikiran demi kemajuan Kabupaten Sintang 1tu sendiri.

Kemudian untuk  mengetahur  data PNS  yang  telah  mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Pegawai khususnya Diklat Struktural dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 4.

Data PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
Menurut Diklat Struktural

' No. Diklat Struktural Jumlah (orang) . Persentase (%)
1. | Sepada/Adum 468 53,55
2. | Sepala/Adumla/Diklatpim Tk. IV 268 30,66
3. | Spadya/Spama/Diklatpim Tk. Il 104 11,90
4. | Spamen/Sespa/Diklatpim Tk. II 34 | 3,89
5. | Spati/Diklatpim Tk. | - 0,00
Jumlah 874 | 100,00

Sumber : BKD Kabupaten Sintang, 2015
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Dart tabel di atas terlihat bahwa Diklat Struktural yang paling banyak diikuti
oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Sepada/Adum
yaitu sebanyak 53,55 % atau 468 orang. Namun sejak tahun 2001 diklat dimaksud
telah dihapus bersamaan dengan penghapusan eseionering pada eseion V.

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati Sintang. Tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
sesual dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 Tahun 2008, adalah membantu
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan tugas penyelenggaraan
pemenitahan, adiministrasi, organisasi, hukum dan tatalaksana seita memberikan
pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Tugas dari masing-masing Bagian Sekretariat Daerah adalah sebagai
berikut:

1. Bagian Tata Pemerintahan, melaksanakan pengumpulan bahan dan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perkembangan
penyelenggaraan tata pemerintahan umum, Kecamatan, Kelurahan dan desa

serta otonom1 daerah.

F\)

Bagian Hukum, Menylapkan bahan perumusan kebiyakan, pembinaan, dan
petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan program serta melakukan
monitoring dan evaluasi dalam penataan, perumusan, penelaahan, pengkajian

Peraturan Perundang-undangai, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan
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Desa, penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum dan pembinaan Penyidik
PNS, publikasi hukum, dan pendokumentasian hukum, penataan produk

hukum daerah serta pembinaan Hak Asast Manusia.

|5

Bagian Humas dan Protokol mempunyal tugas melaksanakan pengumpuian
bahan dan penyusunan pedoman, program dan petunjuk teknis pembinaan dan
evaluasi dalam penyelenggaraan humas dan keprotokolan, penerbitan dan
pemberitaan, pelayanan informasi dan pendokumentasian.

4. Bagian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan
penyusunan pedoman, program dan petunjuk teknis pembinaan monitoring
dan  evaluasi penyelenggaraan uiusan pengaluran penguasaan  dai
penatagunaan tanah dan pengukuran hak-hak atas tanah.

5. Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan dan petunjuk teknis, melaksanakan
penyusunan program serta melakukan penataan dan evaluasi penyelenggaraan
pengembangan perekonomian dan administrasi pembangunan daerah serta
melakukan pembinaan bagi pengembangan dan peningkatan produkiiviias
sarana perekonomian masyarakat, sarana produksi daerah, perusahaan daerah
serta melakukan pengendalian administrasi pembangunan.

6. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menylapkan bahan perumusan

tugas, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan

petunjuk  teknis pembinaan dan pengembangan mental spirituil,
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pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial
kemasyarakatan.

7. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan
penyusunan  pedoman dan  petunjuk tekms pembinaan  perkembangan
penyelenggaraan urusan perawatan rumah tangga, ketatausahaan pimpinan,
penghubung, keuangan, program dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah.

Bagtan Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan

o0

pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta
melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan organisasi,
meliputi ketatalaksanaan, kelembagaan, analisis jabatan dan penyusunan
formasi jabatan dalam organisasi Sekretariat Daerah dan perangkat daerah

lainnya.

.\C)

Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai
tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis serta evaluasi penyelenggaraan urusan Sandi, Telekomunikasi
dan Pengolahan Data Elekironik Daerah dan perangkat daerah lainnya.
Khusus untuk Bagian Tata Pemerintahan untuk melaksanakan tugas
pokok tersebut, fungsi Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan visi dan
misi Sekretaniat Daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk

melaksanakan tugas.
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2. Memben petunjuk kerja kepada para Kepala Sub Bagian dan personii di
Bagian Tata Pemerintahan yang dilakukan secara lisan dan tertulis agar

tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan benar.

[U9)

Melakukan pengawasan kepada para Kepala Sub Baglan dan personil
Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif
maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan
penyimpaiigarn pelaksanaan tugas.

4. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian-Sub

Bagian pada Bagian Tata Pemerintahan dengan membandingkan antara

hasil kerja yang dicapal dengan reincana kerja yang telah ditetapkan untuk
mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.

5. Menyusun konsep perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penataan
wilayah pemerintahan dan pembinaan pemerintahan umum, serta
pengembangan otonomi daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan kerja dalam merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis.

6. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas

Bagian Tata Pemerintahan sesuai arahan atasan sebagal informasi dan

bahan pertimbangan kepada dalam mengambil keputusan.

=~

Melakukan identifikasi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku
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untuk membedakan batas kewenangan yang dimiliki agar ndak terjadi
tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

8. Menyiapkan bahan administrasi pengangkatan pejabat Negara
diiingkungan Pemermtahan Kabupaten Sintang sesual dengan ketentuan
dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

9. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan, penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Bupati,
penyiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, pengoordinasian kegiatan
penyusunan jawaban pemerintah atas pertanyaan usul, dan saran legislatif,
serta fasilitast pembinaan pemerintah kecamatan dan kelurahan

10. Melakukan koordinasi kegiatan penataan wilayah pemerintahan dan
pembinaan pemerintahan umum, pengembangan otonomi daerah dengan
unit kerja terkait agar kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan secara
terarah, terpadu dan selaras.

11 . Mengajukan saran dan pertimbangan mengenar permasalahan yang
berkaitan dengan penaiaan wilayah pemerintahan dan  pembinaan
pemerintahan umum, pemerintahan desa serta ketentraman dan ketertiban
umum serta upaya pemecahannya yang dilakukan secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi pimpman dalam mengambii

keputusan.
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. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat Daerah yang diberikan oleh pimpinan agar tugas

pokok dan fungsi Sekretariat Daerah berjalan baik dan benar.

13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasiinya kepada Sekretans

Daerah Melalui Asisten Pemerintahan sebagai pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas, bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh pimpinan .

1.,1

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan

strategis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SOM)

Pada tahun 2015, Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 235 orang pegawai dengan

komposisi sebagai berikut:
1) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 203 orang.

a). Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdir1 dari:

1) Golongan 1
1) Golongan 11

1) Golongan 11

MY

1Y%

A U4

Goiongan 1V
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b). Dari segl Kualifikasi Pendidikan Formal, terdir dari:

1) S2 = 19 Orang
n) Sl = 58 Orang
) D3 = 14 Orang
1v) SLTA = 84 Orang
v) SLTP = 22 Orang
vi) SD = O Orang

¢) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

1) DIKLATPIM Il = 9 Orang
i) DIKLATPIM 11t - 7 Orang
) DIKLATPIM IV = 25 Orang

d) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

1)  Eselon Il = 9 Orang
1) Eselon III = Il Orang
1) Eselon IV = 27  Orang

~N 15 ] ~ LY & SR 4 e - Ty S PPN I - S R [ Lo IS,
2) Pegawal Non Organik (Tenaga Honor Rutin) dengan jumiah 32 orang.
b. Sarana dan Prasarana
Salah satu sumber daya yang mendukung keiancaran pelaksanaan tugas

adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana

yang tersedia di Sekretaniat Daerah adalah:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42512.pdf

1). Gedung Kantor

Gedung Kantor Sekretariat Daerah terdiri dar1 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor
yang merupakan Kantor Sekretariat Daerah, terletak di Jalan Pangeran Muda
nomor 230, Smtang. Disamping Gedung Kantor yang telah disebutkan diatas,
Sekretariat Daerah mengelola gedung-gedung sebagai bertkut:

a) Gedung di Jalan Piere Tendean.

b) Gedung Pancasila di Jalan Ahmad Yani.

¢) Gedung Balai Ruai di Jalan Merdeka.

d) Gedung Serbaguna di Jalan Oevang Oeray.

¢) Rumah Jabatan Bupati di Jalan Merdeka.

f) Rumah Jabatan Wakil Bupati di Jalan Ahmad.
¢g) Rumah Jabatan Sekda di Jalan Oevang Oeray.
2). Kendaraan
Kendaraan yang tersedia, yaitu :

a) Kendaraan Roda Dua = 21 untt
b) Kendaraan Roda Empat - 15 unii
¢) Kendaraan Air Bermotor = 4 unit
3). Komputer

a) Komputer yang tersedia = 49 unit

b) Lap Top =  12unit
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B. lasil

1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada
DPRD Kabupaten Sintang

Hasil wawancara dengan Sckretaris Dacrah Kabupaten Sintang selaku
Ketua Tim Penyusun LKPJ Bupati Sintang dinyatakan bahwa dalam Rencana
Strategls  Sekietartat  daerah  Kabupatien Sintang  yang  berkaitan  dengan
pelaksanaan tupoksi Bagian Tata Pemerintahan, kebijaksanaan operasional yang
hendak dicapai adalah Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah . Dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Sintang yang

berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Bagian Tata Pemerintahan, program yang

7

hendak dilaksanakan adalah Optimalisasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemernintahan, bahwa
berdasarkan kebijaksanaan operasional yang hendak dicapai tersebut maka Bagian
Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang menetapkan sasaran
antara lain sebagai berikut. Terciptanya Penmgkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kerangka pengukuran kinerja pencapaian

sasaran yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada Laporan hasil
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pelaksanaan kerja dijelaskan pada tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

sepertt pada tabel berikut:

Tabel 4.6.

Pengukuran Pencapaian

Sasaran

(PPS) Di

Bagian

Tata

Pemierintahan Sekietariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014

Sasaran

Indikator Sasaran

Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)

Realisasi
(%)

Persentase
Capaian
Target (%)

Terciptanya
Peningkatan
Pclayanan
Kedinasan

Wakil Kepala
Daerah

Kepala Daerah/ |

1.

|
i
\
]

Tingkat Kemampuan
aparatur, ketepatan
waktu, scrta tingkat
akurasi data dalam
penyusunan Laporan
Penyeienggaraan
Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kepada
Pemerintah, Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban

100%

(LKPJ) Kepala Daerah |

Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat

I Ciy

Daerah, Dan Informasi |

Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat

. Tingkat Kemampuan

aparatur, ketepatan
waktu, serta tingkat
akurasi data dalam
penyusunan jawaban
pcemcerintahi atas
pertanyaan usul, dan
saran legislatif

- 100%

55

55

75

75

Sumber: Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
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Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat kemampuan aparatur,
ketepatan waktu, serta tingkat akurasi data dalam penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerali, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat masih belum mencapai target yang
diliarapkan.

Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Penyusunan Dan Pembahasan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD Kabupaten Sintang dilihat

dari tingkat pemahaman aparat pelaksana terhadap uraian pekerjaan dalam

penyusunan LKPJ. Berkaitan dengan hal ini, berikut in1 ditampilkan hasil
wawaricara penulis dengan salah seorang staf di Bagian Tata Pemerintahan Setda

Kabupaten Sintang menyangkut pemahaman terhadap tugas dalam penyusunan

LKPI:

“Tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat kami pahami, dalam
pelaksanaan tugas apabila kami menemukan kesulitan dalam
penanganannya, hal itu kami koordinasikan dengan rekan-rekan sekerja
atau langsung kepada pimpinan, untuk mendapatkan solusi pemecahannya.

«

Demikian juga apa yang dikemukakan oieh Kasubbag Pengembangan
Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sintang dalam
wawancara dengan penulis

P P L Uy B, FUP PP I doroy o IO AE U cidnicn Aalain crieaiam fiioac
“Tillg‘i‘\‘dt pemanailian tci'udddp tugas-tugab yang teiteia Llald,lll ufaiain tugab

khususnya dalam penyusunan LKPJ Bupati cukup baik. Karena dalam
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peiaksanaanya kami telah diberi arahan atau penjelasan dari pimpinan
menyangkut mekanisme penyelesaian tugas sehingga dalam
pelaksanaannya tidak mendapatkan kesulitan yang berarti”

Meskipun demikian, bukan berarti pemahaman aparat terhadap apa yang
menjadi beban tugasnya telah dipahami sepenuhnya dengan baik. Salah satu
penilaian yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda

Kabupaten Sintang :

“Pemahaman pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan relatif masih

kurang schingga scring menimbulkan kcterlambatan dalam penyelesaian

suatu masalah/pekerjaan. Cara mengatasinya antara lain dengan
mempersiapkan pegawai untuk mengikuti kursus-kursus atau pelatihan
teknis serta melakukan mekanisme kontrol yang tepat™.

Berkaitan dengan kondisi diatas, hal i menunjukkan bahwa tingkat
pemahaman terhadap tugas penyusunan LKPJ bagi aparat yang ada didalamnya
cukup baik. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi,
: fuingsi Baglan Tata Pemenntahan Setda Kabupaten Siitang
sebagai unsur pelaksana yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-
tugas pemerintahan, administrasy, organisasi, dan tata laksana. Jangka waktu
penyelesalan tugas-tugas aparat khususnya dalam aspek administrasi merupakan
salah satu aspek yang dilihat dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugas
aparat dalam penyusunan LKPJ Bupati Sintang. Karena semakin cepat

penyelesaian tugas maka dapat dikatakan semakin optimal tingkat efektivitas
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tugas aparat daiam penyusunan LKPJ Bupati Sintang. Hal tersebut dapat dilithat

dart hasil wawancara penulis dengan salah satu staf di Biro Kepegawaian

“Jangka waktu penyelesaian tugas/permasalahan yang dihadapi dalam
penyusunan LKPJ Bupati Sintang satu sampai dua hari kalau semua data
yang diperlukan telah dipenuhi. Tapi penyelesaian tugas tersebut biasanya
tergantung pada jenis data yang diperlukan. Apabila memerlukan data
yang lebth mendalam akan memerlukan waktu yang relatit lama atau lebih
dart 1 minggu.

Semakin tepat waktu yang dijanjikan untuk memberikan pelayanan
administrasi maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat efektivitas kinerja
aparat pada Bagian Tata Pemerintahan dalam menyelesaikan tugas penyusunan
LKPJ. Berikut 1 diketenigahkan hasil wawancara dengan salah seorang staf pada

Bagian Tata Pemerintahan

“Untuk penyelesaian tugas penyusunan LKPJ tergantung pada
kc.vnbkupan data yang diperlukan, akan tctapi dalam penyelesatannya
masih sering terjadi keterlambatan. Hal in1 juga disebabkan karena data
yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh SKPD sehingga aparat
perlu melakukan konfirmasi ulang terhadap persyaratan yang diperiukan,
hal ini cukup memerlukan waktu karena kadang-kadang pada waktu
dikonfirmasikan mereka tidak ada ditempat.

Dari uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan
tugas aparat pada Bagian Tata Pemerintahan dari aspek efektivitas yang dilihat
dari pemahaman akan tugas dan pekerjaan kantor, tenggang waktu penyelesaian
suatu permasalahan, ketepatan dalam penyelesaian berkas permasalahan serta

jumlah penyelesaian surat/berkas permasalahan dapat dikatakan masih beluim
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optimal.

Berdasarkan uraian diatas, kegiatan merupakan aktifitas paling
operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah.
Dar1 kegiatan ini kinerja dapat diukur. Dengan demikian pengukuran keberhasilan
organisasi di dalam pencapaian visi dan misi tergantung dari implementasi
kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Oneniasi dan workshop penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang
b. Pelatthan teknis pengolahan data untuk menyusun Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Sintang.

Proses Pengolahan Input Data 1lasil Pembangunan Yang Telah Dicapa
Oleh Setiap SKPD Sebagai Bahan Untuk Penyusunan LKPJ Kepada Bagian Tata
Pemerintahan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan LKPJ
Bupati dilakukan meialui koordinasi fungsional baik secara horizontal (koordinasi
terhadap unit/instansi yang setingkat), secara diagonal (koordinasi terhadap
instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi bukan bawahannya) maupun
secara territorial (koordinasi terhadap instansi lainya yang berada dalam suatu
wilayah tertentu).

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengetahui, jenis koordinast yang
paling sering digunakan dalam koordinast penyusunan LKPJ Bupati oleh Bagian
Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang diketahui jenis

koordinasi fungsional paling sering digunakan dalam koordmasi penyusunan
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LKPJ Bupati oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sintang. Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sintang dari kedua kordinasi tersebut (hierarkis maupun fungsional)
yang paling sering adalah Koordinasi fungsional (koordinasi  Vertikal).
Berdasarkan data yang dikumpulkan, diketahui pula koordinasi cukup sering
dilakukan.

Pendekatan koordinasi yang paling sering diterapkan dalam penyusunan
LKPJ Bupati adalah peningkatan potensi koordinasi (pengiriman data dan kontak
langsung). Cara meningkatkan potensi koordinasi yang dilakukan melalui Sistem
Informas Vertikal dengan menginim data ke atas dan ke bawah jenjang organisasi
ataupun melalui hubungan lateral yaitu melalui kontak langsung.

Tabel 4.7 Jenis Urusan Wajib dan SKPD Penanggung Jawab Dalam
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Sintang
No Urusan Wajib | SKPD Penanggung Jawab |
1 - Urusan Pendidikan " Dinas Pendidikan
2 Urusan Kesehatan - Dinas Kesehatan
3 - Urusan Lingkungan ~ Badan Lingkungan Hidup
‘ ' Hidup " Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam
‘ : " Kebakaran
4 - Urusan Pekerjaan umum | Dinas Pekerjaan Umum
‘ | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam
| - Kebakaran
|5 | Urusan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum
| 3 " Bappeda
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Kebersthan, Pertamanan dan Pemadam

Kebakarranr
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No | Urusan Wajib SKPD Penanggung Jawab
6 ' Urusan Perencanaan Bappeda
; Pembangunan
7 | Urusan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum |
8 Urusan  Pemuda  dan Bagian Pemuda dan Olah Raga Setda
. Olahraga - -
9 Urusan Penanaman . Bagian Penanaman Modal Setda h
! - Modal. - Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10 Urusan Koperasi dan | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
' Usaha Kecil Menengah. | dan UKM
11 ' Urusan  Kependudukan @ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5 dan Catatan Sipil. !
12 Urusan Tenaga Kerja. ~ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13 Urusan Ketahanan Pangan  Dinas Pertanian, Petenakan, Dan Perikanan
' Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan,
% perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan
14 Urusan Pemberdayaan Badan Keluarga Berencana dan i
- Perempuan dan ' Pemberdayaan Perempuan
. Perlindungan Anak |
15 Urusan Keluarga ‘ Badan Keluarga Berencana dan
i - Berencana dan Keluarga Pemberdayaan Perempuan
| ' Sejahtera. j |
16 Urusan Perhubungan - Dinas Perhubungan
17 . Urusan Komunikasi dan Bagian Inforkom Setda
| ~Informatika J
. 18 | Urusan Pertanahan ' Bagian Pertanahan Setda
19  Urusan Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpolinmas
| . dan Politik
20 Urusan Otonomi Daerah, Badan Kepegawaian Daerah
| ' Pemerintahan Umum. ' Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
| . Administrasi ~ Keuangan | dan Aset
- Daerah, Perangkat Inspektorat Kabupaten
: Daerah, Kepegawaian dan  Bagian Tata Pemerintahan Setda
| Persandian . Bagian Organisasasi Setda
5 | ~ Bagian Santel dan PDE Setda
21 Urusan  Pemberdayaan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
| Masyarakat ~ Pemerintahan Desa
22 " Urusan Sosial - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23 Urusan Kebudayaan . Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24 Urusan Statistik ~ Bappeda
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No Urusan Wayib ‘ SKPD Penanggung Jawab
25 Urusan Kearsipan Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah
26 Urusan Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah

Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang.

Penyusunan LKPJ terdapat 26 urusan wajib. Jenis Urusan Wajib dan SKPD
Penanggung Jawab Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Siniang adalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing — masing
SKPD yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "urusan wajib" adalah urusan
yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga
negara.’

Jenis Urusan Pilihan dan SKPD Penanggung Jawab Dalam penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Jenis Urusan Pilihan dan SKPD Penanggung Jawab Dalam
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Sintang
No [ Urusan Pilihan ~ SKPD Penanggung Jawab o
777777 1  Urusan  Kelautan  dan | Dinas Pertanian, Peternakan. Dan Perikanan
- Perikanan Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan,
: perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan
2 Urusan Pertanian Dinas Pertanian, Petermakan, Dan Perikanan

} Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan,
| perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan
3 Urusan Kehutanan Dinas kehutanan dan Perkebunan
Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan,

j perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan
4 | Urusan Energi dan Sumber | Dinas Pertambangan dan Energi

Daya Mineral Bagian Umum Setda
5 Urusan Paniwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 6 Urusan Industri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
| | dan UKM
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7 . Urusan Perdagangan | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
3 dan UKM
8  Urusan Transmigrasi | Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang.

Penyusunan LKPJ terdapat & urusan pilthan. Jenis Urusan Pilihan dan SKPD
Penanggung Jawab Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Sintang adalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing — masing
SKPD yang bersangkutan. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di
daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daeral.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2007, substansi dalam LKPJ Bupati sekurang-kurangnya menjelaskan: arah
kebijakan umum pemeriniahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara
makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan
desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas
umuim pemerintahan. Arah kebijakan umum pemerintahan daerali miemuat visi,
misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Pengelolaan keuangan daerah
memuat: pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi,
target dan realisasi pendapaian asli daerah, permasalahan dan solusi, dan
pengelolaan belanja daerah meliputi kebyjakan umum anggaran, target dan

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.
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Penyeienggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan
wajib dan urusan pilthan. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan meliputi:
program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan

permasalahan dan solusi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan vang
diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Tugas pembantuan yang diterima
sebagaimana dimaksud melipuit:  dasar hukum; nstansi  pemberi  tugas
pembantuan; program, kegiatan dan pelaksanaannya; sumber dan jumlah anggaran

yang digunakan; dan permasalahan dan solusi. Tugas pembantuan yang diberikan

sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Memperhatikan uraian di atas, terdapat beberapa kelemahan yang dapat
menyebabkan kinerja Baglan Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sintang belum dapat tercapai secara optimal seperti yang tercanang dalam
perencanaan strategik organisasi. Kelemahan dan ancaman tersebut akan dapat
menyebabkan kegagalan dalam upaya mewujudkan visi dan musi.  Adapun

kelemahan dan ancaman itu antara lain;

i. Belum optimalnya kemampuan aparatur dalam pengolahan data penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang.
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Terbatasnya jumiah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi yang

.F\)

mendukung.

3. Masih rendahnya tingkat koordinasi antar satuan kerja.

'.];..

intervensi kepentingan pohitik dalam kaitannya dengan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati.
5. Semakin kritisnya anggota DPRD dalam menyoroti kinerja pemerintah daerah.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap capaian hasil kinerja pemerintah

C\

daerah.
Oleh karena 1u, pola koordinasi penyusunan Laporan Kelerangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang dapat berupa Forum; Tim, Panitia, dan

Kelompok Kerja, Dewan atau Badan, serta Sistem Satu Atap (One Roof System)

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Ketua Tim Penyusun LKPJ Bupati
Sintang, dapat diketahui bahwa pola koordinasi yang paling sering diterapkan
dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan LKPJ adalah berupa Forum; Tim,
Panitia, dan Kelompok Kerja.

Adapun pengaruh pola koordinast yang diterapkan tersebut, dapat
diketahui bahwa pola koordinasi berupa Forum;, Tim, Pamtia, dan Kelompok
Kerja sangat berpengaruh terhadap penyusunan LKPJ Bupati Sintang. Forum

dilakukan dalam wujud pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat. Sedangkan Tim,
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Panitia, dan Kelompok Kerja dilakukan apabila sesuatu kegiatan yang dilakukan

bersifat kompleks, mendesak, multisektor, multidisiplin, dan multifungsi.

Menurut Suganda (1991:30) koordinasi dalam kegiatan pemerintahan
dan pembangunan dapat dibedakan sebagar berikui, “Koordinasi Hierarkhis
(koordinas1 Vertikal) dan Koordinasi Fungsional”. Koordinasi hierarkhis
(vertikal) adalah koordinasi dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu
instansi pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya.
Koordinasi macam in1 melekat pada setiap fungsi pimpinan seperti halnya fungsi-
fungsi perencanaan, penggerak, pengorganisasian, dan pengawasan. Setiap
pimpinan berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatan bawahannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2007, LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.LKPJ
sebagaimana dimaksud dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata
terttb DPRD. Berdasarkan basil pembahasan DPRD menetapkan Keputusan
DPRD. Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) har setelah
LKPJ diierima. Keputusan DPRD disampatkan kepada kepala daerah dalam rapai
paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah
untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Apabila LKPJ
tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 han setelah LKPJ diterima, maka

dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
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Ketersediaan kebiyakan (peraturan perundang-undangan dan sebagainya)
berpengaruh terhadap penyusunan LKPJ Bupati Sintang. Dengan adanya
kebyjakan tersebut, tentunya selain menjadi payung hukum juga dapat menjadi
panduan dan acuan dalam penyusunan LKPJ. Selain Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada  Pemerintah,  Laporan  Keterangan
Pertanggung)awaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat, payung hukum dalam penyusunan LKPJ Bupati Sintang adalah
sebagai berikut.

1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 033 Tahun 2013 Tentang Pembentukan
Tim Fasilitasi Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2012

Keputusan Bupati Sintang Nomor 130kep-Tapem/2012 Tentang Pembentukan

!\.)

Tim Narasumber Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2012
3. Keputusan Bupati Sintang Nomor 033/44/Kep-Tapem/2013 Tentang
Pembeniukan Tim Penghimpun Daia Pendukung Penyusunan LKPJ Bupati
Sintang Tahun 2012
Sarana koordinasi yang lain adalah rencana kerja. Ketersediaan rencana
kerja berpengaruh terhadap penyusunan LKPJ Bupati Sintang. Dengan adanya
rencana kerja tersebut diharapkan pelaksanaan penyusunan LKPJ dapat lebih

terarah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Tata Pemerintahan Setda

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42512.pdf

~J
co

Kabupaten Sintang sebagai Sekretaris Tim Penyusun LKPJ Bupati Sintang, dapat
diketahui bahwa ketersediaan prosedur dan tata kerja berpengaruh terhadap
penyusunan LKPJ Bupati Sintang. Selain 1tu, hasil penelitian in1 juga
memperithatkan ketersediaan rapat/pertemuan juga sangat berpengaruh terhadap
penyusunan LKPJ

Koordinasi menentukan dan mempengaruhi keberhasilan tujuan yang ingin
di capal. Hal tersebut perlu juga ditunjang dengan adanya pedoman agar tidak
terjadinya kesimpangsiuran dan kesalahan dalam rangka mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Koordinasi dalam penyusunan LKPJ belum sepenuhnya dimulai
pada saat peruinusan kebyaksanaan.

Koordinasi dalam penyusunan LKPJ diharapkan dimulai sejak awal, yaitu
pada tahap perencanaan. Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui koordinasi
antar unit kerja terkait dalam proses perencanaan penyusunan LKPJ kadang-
kadang saja dilakukan. Padahal, koordinasi antar lembaga pemerintah perlu
dilaksanakan mulai darn proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan,
pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendahiannya.

Koordinasi penyusunan LKPJ kadang-kadang saja ada kesamaan persepsi
antar unit kerja terkait. Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Sintang selaku pumpinan unit kerja yang bertanggung jawab secara

langsung dalam pelaksanaan teknis Penyusunan LKPJ Bupati Sintang, hal ini
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disebabkan masth adanya perbedaan antara unit kerja terkait mengenai obyek atau
sasaran yang menjadi acuan dalam penyusunan LKPJ.

Untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi diperlukan rancangan
pertemuan yang dilakukan secara berkala. Menurut Petugas pengolah data LKPJ
Bupati Sintang menyatakan sudah ada rancangan pertemuan berkala. Sedangkan
upaya pemecahan masalah-masalah dalam Selain itu, sudah ada upaya pemecahan
masalah-masalah dalam koordinasi penyusunan LKPJ. Pemecahan masalah
tersebut, dilakukan dalam rangka mengerahkan semua potensi sumber daya dalam
penyusunan LKPJ.

Selain untuk mengerahkan semua potensi sumber daya, pemecahan
masalah juga dimaksudkan guna penyempumaan sistem kerja. Penyempumaan
sistem kerja dalam koordinast penyusunan LKPJ belum sepenuhnya dapat
dilakukan. Kegiatan yang berkaitan dengan penyempumaan sistem kerja tersebut
antara lain adalah proses dengar pendapat semua pihak serta penggunaan alat-alat
komunikasi dalam koordinasi.

Guna  memudahkan  pelaksanaan  koordinasi,  diperlukan  pula
kepanitiaan/tim yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Adapun
pembentukan kepanitiaan/tim dalam koordinasi penyusunan LKPJ ditetapkan
melalui  Keputusan Bupati Sintang Nomor 033 Tahun 2013 Teniang
Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014,

dengan susunan sebagai berikut:
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Tabel 4.9 Tim Fasilitast Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014
. No KEDUDUKAN
NAMA JABATAN DALAM TIM
1. | Drs.Milton Crosby,M Si - Bupati Sintang Pengarah
2. | Dra. Yosepha Hasnah, M Si : Sekretaris Daerah Kabupaten Penanggung
| - Sintang Jawab
| 3. | G.A Anderson, SH, MM = Asisten Pemerintahan Sekda Ketua
| |
4. | Ir. Zulkarnaen, M .Si ~ Asisten Administrasi Umum Wakil Ketua
5. | Sy. Yasser Arafat, ~ Kepala Bagian Tata - Sekretaris
S Sos M Si ~ Pemerintahan Setda
6. | Drs. Lindra Azmar.M.Si Asisten Perekonomian dan Anggota
Pembangunan

7. | Edy Harmaini, SE, M.S1. - Kepala Bagian Umum Setda Anggola
\ |
8. [ Herkolanus Roni, SH, M.Si. ' Kepala Bagian Hukum Setda Anggota
1 9. | Ramli Andot, S Sos. - Kepala Bidang Anggaran Dinas Anggota

- Pendapatan, Pengelolaan

' Keuangan dan Aset
| 10. B Hengky Saputra, ' Kasubbag Pengembangan Anggota
| S STP M Si - Otonomi Daerah
11. | Eman Kumniawan, S STP,  Kasubbag Pemerintahan Umum Anggota

M Si

|12, | Ida Aini “Staf Bagian Tata Pemerintahan Anggota
13, | Abang Akhtar, S.Sos - Staf Bagian Tata Pemerintahan Anggota
14| Pangki, S.Sos “Staf Bagian Tata Pemerintahan Anggota
15, | AM.Hendry V, S.Sos . Stat Bagian Tata Pemerintahan Anggota

I
- 16. | Fransiskus Edward,S.Sos  Staf Bagian Tata Pemerintahan Anggota
| 17. | Wiwik Susanti - Staf Bagian Tata Pemerintahan Anggota
- 18. | Sarkuniy - Staf Bagian Tata Pemerintahan Anggota
- 19. | Elisabeth Yulianti - Staf Bagian Tata Pemerintahan Anggota
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' No a KEDUDUKAN
| NAMA JABATAN DALAM TIM
201 Hotmansyah - Staf Bagian Tata Pemerintahan Anggota

}Sumber: Dokumen Kantor Bupati Blagian Tapem Setda Sintang.

Berdasaikan data pada tabel di atas, dapat diketahui dalam kooidinasi
penyusunan LKPJ telah dibentuk kepanitiaan/tim. Tim dimaksud bertugas
melaksanakan verifikasi data dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan selanjutnya disampatkan kepthak konsultan untuk kepentingan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang; serta
melaksanakan koreksi draf Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaien Sintang.

Selanjutnya, melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor 130kep-Tapem/2014 telah
dibentuk Tim Narasumber Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014 dengan
susuiian sebagal berikut.

Tabel 410 Tim Narasnmber Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014

) |  DITUNJUK
No. NAMA : JABATAN POKOK ‘
) AMA Y™ SEBAGAI
1 2 3 ; 4
1. | Anf Ardiyanto, Ak, | Kepala Bidang APD Badan | Pembantu

M. Ak Pengawasan Keuangan dan ‘ Penanggung Jawab

i
i
|
f Pembangunan Perwakilan
i

| Provinsi Kalimantan Barat |
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NAMA

JABATAN POKOK

DITUNJUK
SEBAGALI

19

Taukhd, S E.

|
|
|
i

Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan

Provinsi Kalimantan Barat

- Auditor Ahli Madya Badan

Fasilitator

3. | Rusdy Sofyan, Ak.

T
|
i

Auditor Ahli Muda Badan
Pengawasan keuangan dan

Pembangunan

! Provinst Kalimantan Barat

Perwakilan

Fasilitator

4. | Ahmad Roziqin, SE

Auditor
Pengawasan Keuangan dan

Penyelia

Pembangunan
Provinsi Kalimantan Barat

Badan %

Perwakilan

Fasilitator

Saa’diliah

wh

Auditor  Terampil

Pemuia

Badan Pengawasan Keuangan '

dan
Perwakilan
Kalimantian Barat

Pembangunan
Provinsi |

Fasilitator

6. | Gigih Waskitho

Auditor  Terampil

Pemula

Badan Pengawasan Keuangan -

dan
Perwakilan Provinsi

Kalimantan Barat

Pembangunan |

Fasilitator

7. Farandika Gita A.

| L

|

Auditor
Badan Pengawasan Keuangan
Pembangunan

Provinsi

Terampil Pemula
dan

Perwakilan
Kalimantan Barat

Fasilitator

Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang.

Tugas dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang

Kewajiban

Tim Narasumber

Penyusunan

Laporan

Tahun 2012

sebagaimana dimaksud di atas adalah menyediakan tenaga Asistensi dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42512.pdf

[#le}
()

Narasumber dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sintang; serta memberikan bimbingan teknis kepada Aparatur
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan dengan penyusunan draf
Laporan Penyelenggaraan Pemenintahan Daerah  Kabupaien Sintang. Tim
sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagaimana
Nota Kesepakatan Bersama (Momerandum of Understanding) antara Pemerintah
Kabupaten Sintang dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Selam Tim sebagaimana dikemukakan di atas, melalui Kepuiusan Bupali
Sintang Nomor 033/44/Kep-Tapem/2014 juga telah dibentuk Tim Penghimpun
Data Pendukung Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014, dengan susunan
sebagal benkut:

Tabel 4 11 Tim Penghimpun Data Pendukung Penvusunan LKPJ Bupati
Sintang Tahun 2014

' No. NAMA UNIT KERJA KEDUDUKAN
1 DALAM TIM
1 2 3 4
" 1. ! Yohanes, ST Bagian Tata Pemerintahan " Koordinator
Sekretariat Daerah Kabupaten |
Sintang
2. | Azwar, S.1p,M.Si. Bagian Organisasi dan J Anggota
Tatalaksana Sekretariat Daerah |
Kabupaten Sintang |
3. | Snidani, S.Sos Bagian Umum Sekretariat J Anggota
Daerah Kabupaten Sintang \
4. | Anggota

| San Fiprivanti, SH. MH Bagian Hukum Sekretariat
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DALAM TIM

Daerah Kabupaten Sintang

‘N

Sukimeoe

Bagian Penanaman Modal

Sekretariat Daerah Kabupaten

Sintang

1,
Anggota

2

Ehsanudin, S.Sos

Bagian Pemuda dan Olah Raga |
Sekretariat Daerah Kabupaten

Sintang

Anggoia

Muhdor

Bagian Pertanahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Sintang

Anggota

Fransiskus Dwi Febrivanto,

ST

Bagian Santel dan PDE

Sekretanat Daerah Kabupaten

Sintang

Anggota

Helmi, S Sos, M.Si

Bagian Lkonomi dan
Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sintang

ngeot
ngeow

Banan, S.Th

Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten

Sintang

Anggota

1L

Syukur Saleh, S.Sos

Bagian Informasi dan

Komunikasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Sintang

Anggota

12.

Ida A1

Bagian Tata Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten

Sintang

Anggota

13.

Eko Sudiarto, SKM, MKM

Dinas Kesehatan Kabupaten
Sintang

Anggota

14,

Endah Puspitarini W

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sintang

Anggota

s,

Nur’aini

Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Sintang

Anggota

- 16.

Apriansyah Firdaus, A Md

Dinas Kebudayaan dan

Priwisata Kabupaten Sintang

Anggota

P17,

Albina Sriparsa, SP

Dinas Pertanian, Peternakan
dan Perikanan Kabupaten
Sintang

Anggota

18.

Drs.Mislan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan

[
[
|
|

Anggota
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UNIT KERJA

KEDUDUKAN
DALAM TIM

Keuangan dan Aset Kabupaten
Sintang

- 19. | Rina, SH

Dinas Perhubungan Kabupaten
Sintang

Anggota

0. | Nurfajriansah, Skm MKM

Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Sintang

' J.
Anggota

Herman Syahrudin

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrast Kabupaten
Sintang

Anggota

22 | Irwan Wahyudt

Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Sintang

- 23, Umi Kumiati

Dinas Pendidikan Kabupaten
Sintang

724, | Muhammad Ali

Dinas Pekerjaan Umum

| Kabupaten Sintang

725 | Yusni Hayati, SE, M.Si

Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Sintang

Anggota

26. | Yulina, S.Sos

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Sintang

Anggota

27. | Rochman, ST

Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang

Anggota

28. 1 Yulina

Andi Budiono

Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Sintang

Badan Kesatuan Bangsa,
Pohitik dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Sintang

Anggota

Anggota

Agustinus, S.Sos.M.Si

Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sintang

|

Hendra Supriyansyah, SP

(oS

Badan Pelaksana Penyuluh
Pertanian, Perikanan,
Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Sintang

- 32 | Mern Sensiana, SE, M.Si

LSintang

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten

i

Anggota
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“No. NAMA UNIT KERJA KEDUDUKAN
! DALAM TIM
33, | Igak Badan Pengelola Perbatasan Anggota
Kabupaten Sintang
. 34| Len1i Marlina, SE Inspektorat Kabupaten Sintang Anggota
- 35. | Santiono, A.Md Sekretariat Dewan Perwakilan Anggoia
Rakyat Daerah Kabupaten
1 Sintang \
. 36. | Indra Gunawan, S.Sos Satuan Polisi Pamong Praja Anggota
Kabupaten Sintang
- 37 | Nanang Qosim, SH Kantor Pelavanan Tarpadu Satu Anggota
| Pintu Kabupaten Sintang |
- 38. | Halimatussya’diyah, S,Sos Kantor Pemberdayaan Anggota

Masyarakat dan Pecmerintahan
Desa Kabupaten Sintang

' 39. | Ponimin, S.Sos Kantor Arsip dan Perpustakaan Anggota
Daerah Kabupaten Sintang

' 40. | Hermanto, SKM Rumah Sakit Umun Daerah Anggota
Ade Moehammad Djoen '

Kabupaten Sintang |
Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang.

Tugas dan Kewajiban Tim Penghimpun Dala Pendukung Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang sebagai bertkut:mengumpulkan bahan dan
data yang Dberkaitan dan dibutuhkan dalam  rangka Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan ~ Pemerintahan =~ Daerah  dan  Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang pada masing-masing SKPD; melaksanakan
cros cek data dengan hasil pengolahan Laporan Penyelenggaraan Pemermiahan
Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang Tahun 2012

dari pihak konsultan. Dalam melakukan tugas, Tim sebagaimana dimaksud,
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bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerja Tim secara
tertulis kepada Bupati Sintang.

Marseto (dalam Effendy, 1996:70) menyatakan bahwa “suatu data yang
bernilar  harus  memenuhi  tiga  ketentuan, yakni. aj Keielitlan daia
(precision reproducebility), b)Komparabilitas data (comparability) dan  ¢)
Vahditas data (Validity)”. Dengan demikian keberadaan suatu data dalam sebuah
kantor harus didasarkan kepada aspek seiektivitas data yang benai-benar akurat
sehingga data tersebut pada akhirnya dapat diolah dan memiliki makna bagi suatu
organisasl.

Lucas (dalami Sutrisno dan Sanusi, 2001.20) menyatakan informasi
adalah *“‘data yang telah diolah menjadi bentuk yang mengandung arti bagi
penerima dan mempunyai/memiliki nilai nyata dalam keputusan, baik
sekarang/saat in1 maupun yang akan datang. Sementara itu Terry (dalam Sutrisno
dan Sanusi, 2001:20) mengemukakan bahwa: “informasi adalah data yang
mengandung arti dalam memberikan pengetahuan yang bermanfaat”. Davis
(dalam Effendy, 19906.76) menyatakan bahwa: “Informasi adalah data yang telah
diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan
mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan
mendatang”.

Pelayanan prima yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten

Sintang adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah Kabupaten Sintang di
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Bidang Administrasi Pemerintahan. Untuk ituiah komitmen yang sangat kuat
diharapkan dari seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang khususnya
Bagtan Tata Pemerintahan agar secara terus menerus meningkatkan kualitas
pelayanan dan pekerjaan. Sejalan dengan kondisi tersebut, perlu adanya upaya
pembinaan aparatur, sehingga  penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang kepada DPRD dapat terlaksana tepat waktu
dengan dukungan data yang tepat, jelas dan akurat.

Guna memperlancar penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang diperlukan ketersediaan data baik jumlah,
cakupan dan kelengkapain data pendukung. Jenis Data Urusan Wajb yang
Diperlukan Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Sintang relatif agak sulit di dapat. Jenis Data Urusan Pilihan yang Diperlukan
Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang
relatif agak sulit di dapat. Oleh karena itu, koordinasi dalam proses pengumpulan
data dimaksud perlu dilakukan. Pada dasarnya informasi diproduksi oleh data,
sehingga keberadaan suvatu data sangat menentukan nilai suatu informasi.
Kekeliruan dalam mengelola data akan berakibat pada kelemahan informasi itu
sendin, sementara 1tu informast dapat dijadikan referensi dasar dalam
pengambilain  keputusan.  Berkenaan  dengan  pengambilan  keputusan,

Sedarmayanti (2001:38) mengemukakan bahwa informasi dapat berfungsi untuk:
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a) Menggambarkan, b) Menjelaskan/menerangkan;, c¢) Memperkirakan, d)
Mengevaluasi; e) Mengadakan pembaharuan.

2. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada
DPRD Kabupaten Sintang

Hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang diketahui
bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupali Kepada
DPRD Kabupaten Sintang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu
sebagail berikut: (1) Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten
Sintang dalam rangka menentukan agenda sidang paripuma pembahasan LKPJ
Bupati. (2) Penyampaian Surat dari Ketua DPRD kepada Bupati untuk
menyampaikan Pidato LKPJ dalam paripuma DPRD. (3) Pembantukan Pansus
DPRD dalam rangka pembahasan LKPJ. (4) Kunjungan keija/Kaji terap DPRD.
(5) Rapat Kerja dengan SKPD. (6) Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap
LKPJ Bupati.

Untuk melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Sintang, DPRD
Kabupaten Sintang membentuk Panitia Khusus (Pansus) dengan Surat Keputusan
DPRD Kabupaten Sintang. Susunan Pansus LPKJ Kabupaten Sintang adalah

sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Tabeid.i2

42512.pdf

D
[

Susunan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Sintang dalam

Rangka Pembahasan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014

No Nama Kedudukan Dalam Panitia
1. JAlan Ketua

2. {Syahroni Wakil Ketua
3 !Florensius Ron:, A Md Sekretaris

4. |Kusnadi Anggota

5. |Boh, SH Anggota

6. [Heri Jambri, S.H. M.Si Anggota

7. |Tuah Mangasih, ST, M.Si. Anggota

8. [Kelibuk Anggota

9. |A.M. Abdrurrazak, A Md Anggota

10 {Welbertus S Sos Anggota

11. |Herimaturida, S.Pd. M.Pd Anggota

12. {Guiam Razig, ST Anggota

13. |K. Danil B Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2016.

Panitia khusus melakukan kerja «

1 inekanisme rapat-rapat nteinal

Pansus, Rapat Dengar Pendapat, konsultasi dengan pemerintah yang lebih tinggi

serta kegiatan peninjauan lapangan. Panitia khusus bekerja sejak SK pimpinan di

tandatangani dengan urutan kegiatan sebagai bertkut:
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Tabel 4.13 Kegiatan Pansus DPRD Kabupaten Sintang dalam Rangka
Pembahasan LLKPJ Bupati Sintang Tahun 2014
No Kegiatan Tempat kegiatan Tujuan/Out Put
1. |Rapat intemal Pansus Ruang Sidang Rumusan Kegiatan dan
DPRD Jadwal kegiatan Pansus
2. |Rapat kerja dengan Ruang Sidang Keterangan dan penjelasan
eksekutif DPRD secara keseluruhan maten
LKPJ
3. |Persiapan Adm. Kegiatan |Sekretariat DPRD |Adm. Perjalanan materi
konsultasi Pansus ke yang dikonsuitasikan
Depdagri
4. |Rangkaian kegiatan Sintang-Pontianak- |Landasan dan koridor serta
Konsultasi di Depdagri Jakarta cakupan dan out put dalam
pembahasan materi LKPJ
oleh Pansus dan DPRD
5 |Rapat internal Pansus dan |Sekretariat DPRD  |Adm. Perjalanan dan fokus
persiapan Adm. Serta optimalisasi materi LKP)J
kelengkapan cek lapangan
6 |Rangkaian kegiatan cek  |Beberapa kecamatan |Kesimpulan kesesuaian
lapangan di kab. Sintang data matenn LKPJ dan
kondisi Lapangan
7 |Rapat internal Pansus Ruang Sidang Pembahasan internal hasil
DPRD konsultasi dan cek
lapangan dengan materi
LKPJ
8 [Rapat kerja lanjutan Ruang Sidang Penjelasan matert LKPJ
dengan eksekutif DPRD dan klarifikas: faktual
9 |Rapat internal Pansus Ruang sidang Rumusan Laporan dan
DPRD rekomendasi Pansus
kepada pleno DPRD
10 |Rapat Pleno DPRD Ruang Sidang Penyampaian laporan Hasil
DPRD kerja Pansus kepada pleno
DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2016,
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Pembahasan terhadap LKPJ Bupati merupakan pembahasan yang sifatnya
represif terhadap kinerja bupati pada satu tahun anggaran. Dengan demikian
pengawasan LKPJ dilakukan dengan melihat atau mengkaji apa yang sudah
terjadi melalur dokumen LKPJ, yang dikombinasikan dengan observasi di
lapangan. Selain 1tu, Pansus LKPJ juga melakukan koordinasi dengan BPKB
Perwakian Pontianak, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan koordinasi dengan
Dirjen Otda Regional 11,

Untuk melaksanakan pengawasan yang represif terhadap laporan yang
sifatnya administratif langkah-langkah yang harus dilakukan oleh DPRD agar
pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secaia efektif adalah . (a) menentukan
sasaran dan standar, (b) mengukur kinerja aktual, (c) membandingkan standar
dengan hasil kerja aktual, (d) mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.

Dart dokumen LKPJ dapat diketahur bahwa vist kabupaten Sintang dalam
rangka melaksanakan pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJM
adalah terwujudnya, masyarakat kabupaten Sintang yang produktif berkualitas,
sejahtera dan demokratis. Berdasarkan vist iersebut maka ditetapkan misi
kabupaten Sintang diantaranya memberdayakan ekonomi  kerakyatan,
meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pembangunan
infrastruktur tranportasi, meningkatkan kualitas pendidikan  kesehatan dan

lingkungan hidup, meningkatkan pelayanan publik dan lain-lain.
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Program-program pemerintah yang disusun untuk mencapal misi tersebut
antara lain misalnya program pendidikan dengan kegiatan: program peningkatan
mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, program operasi dan perawatan
fasihitas pendidikan, program pendidikan non formal, program pengembangan
budaya baca dan pembinaan perpustakaan dan lain-lain. Dibidang kesehatan
program-program yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
diantaranya program obat dan pembekalan kesehatan, program upaya kesehatan
masyarakat, program pengawasan obat dan makanan, program promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat,
program  standansasi  pelayanan  kesehalan, program  pencegahan  dan
penaggulangan penyakit menular dan lain.

LKPJ dapat dianggap merupakan laporan kinerja aktual dari Bupati
beserta perangkat daerah iainnya daiam mejalankan amanah pemerintahan. Dalam
LKPJ diuraikan apa-apa yang telah dilakukan oleh Bupati selama satu tahun
anggaran. Hasil kajian DPRD terhadap LKPJ akan dibandingkan dengan target-
target atau kreteria yanyg telah ditentukan sebelumnya, dan dari hasii perbandingan
tersebut dapat ditentukan apakah kinerja Bupati beserta aparatnya telah dapat
mencapal harapan. Hasil kajian DPRD terhadap LPKJ bisa menjadikan bahan
evaluasi untuk perbalkan sistem pelaporan, pelaksanaan program dan kinerja

Bupati beserta aparatnya secara keseluruhan.
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Untuk bisa menilai LKPJ Bupati dengan baik, anggota DPRD seharusnya
melakukan uji petik terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur,
pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan
kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat anggaran publik di bidang
pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau
tidak. Terutama untuk program maupun proyek yang mendapatkan alokasi
anggaran yang besar. Misalnya, dalam proyek pembangunan infrastruktur berupa
jalan, saluran irigasi, saluran drainase, maupun pasar, anggota DPRD bisa
melakukan penelusuran pelaksanaan proyek dengan melibatkan konstituennya di

RO N TS 15 T
daerah peiltiiiaii.

C. Pembahasan

Mahsun (2006:22) menyatakan “pengukuran kinerja dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan”. Pengukuran
dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk
menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya,

sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang

1 4

ditetapkan dapat dilahat dengan jelas. Selam itu, untuk memberikan penilaian
yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs

dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
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Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Sintang, kebijaksanaan
operasional yang hendak dicapai adalah Peningkatan Kualitas Penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah . Dalam Rencana Sirategis Sekretariai  daerah
Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Bagian Tata
Pemerintahan, program yang hendak dilaksanakan adalah Optimalisasi
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
D1 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014
untuk Peningkatan Pelayanan Kedmnasan Kepala Daeraly’ Wakil Kepala Daerah
berupa Penyusunan LKPJ Kepala Daerah sebesar 98,74%. Sedangkan untuk
Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan Kepala Daerah tercapai target 99,62%.

Menurut Mangkunegara (2005:44) “untuk pembelajaran pengukuran dan
evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja owutcomes
yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain
kinerja pada tahun sebelumnya”™ Namun demikian, karena keterbatasan data
sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator
keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang
berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan

kinerja belum dapat disajikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42512.pdf

Hasil pengukuran kinerja sesual mekanisme perhitungan pencapaian
kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan
sesuat dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan vist dan must instansi pernerintah. Pengukuran kinerja menurut
Irawan (dalam BKN, 2001:6) *“ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik
yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator
masukan, keluarain. Sebagian lagi berupa indikator hasil (ouicomes)”. Sedangkan
indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk
melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran
kineija di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Sintang  belum  sepenuhnya
terbangun.

Penilaian kinerja merupakan satu kegiatan yang sangat penting bagi suatu
organisast karena hasil penilaian in1 dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan
organisasi dalam pencapaian misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap
kinerja, maka upaya untuk memperbaiki pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi dapat dilakukan secara sistemaitis dan lebih terarah. Kecenderungan
yang terjadi selama ini kaitannya dengan penilaian kinerja organisasi adalah tidak
didasarkan pada output akan tetapi lebih didasarkan pada input, sehingga
dorongan untuk mewujudkan hasii dan kinerja cenderung rendah dalam kehidupan
birokrasi.

Pengukurain Pencapaian Sasaran (PPS) Di Bagian Tata Pemerintahan
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Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 dengan indikator Tingkat
Kemampuan aparatur, ketepatan waktu, serta tingkat akurasi data dalam
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepaia Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat tercapai target sebesar
o. Dengan demikian, tingkat kemampuan aparatur, ketepatan waktu, serta
tingkat akurasi data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Kepala Daerali Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerali, Dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat masih belum
mencapal target yang diharapkan.
Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Penyusunan Dan Pembahasan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD Kabupaten Sintang dilihat
dar1 tingkat pemahaman aparat pelaksana terhadap uraian pekerjaan dalam
penyusunan LKPJ diketahui bahwa tingkat pemahaman terhadap iugas-iugas yang
tertera dalam uraian tugas khususnya dalam penyusunan LKPJ Bupati cukup baik.
Meskipun demikian, bukan berarti pemahaman aparat terhadap apa yang
menjadi beban tugasnya telah dipahami sepenuhnya dengan baik. Pemahaman
pegawali terhadap tugas-tugas yang diberikan relatif masth kurang sehingga sering

menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian suatu masalah/pekerjaan. Cara
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mengatasinya antara lain dengan mempersiapkan pegawal untuk mengikutl
kursus-kursus atau pelatithan teknis serta melakukan mekanisme kontrol yang
tepat.

Untuk penyelesaian tugas penyusunan LKPJ terganiung pada kelengkapan
data yang diperlukan, akan tetapi dalam penyelesaiannya masih sering terjadi
keterlambatan. Hal mi juga disebabkan karena data yang telah ditentukan tidak
dapat dipenuhi oleh SKPD sehingga aparat periu melakukan konfirmasi ulang
terhadap persyaratan yang diperlukan, hal ini cukup memerlukan waktu karena
kadang-kadang pada waktu dikonfirmasikan mereka tidak ada ditempat. Dar
hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas aparat pada Baglan Tata
Pemerintahan dari aspek efektivitas yang dilihat dari pemahaman akan tugas dan
pekerjaan kantor, tenggang waktu penyelesaian suatu permasalahan, ketepatan
dalam penyelesaian berkas permasalahan serta jumiah penyeliesalan surat/berkas
permasalahan dapat dikatakan masih belum optimal.

Proses Pengolahan Input Data Hasil Pembangunan Yang Telah Dicapai
Oleh Setiap SKPD Sebagai Bahan Uniuk Penyusunan LKPJ Kepada Bagian Tata
Pemerintahan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan LKPJ
Bupati dilakukan melalui koordinasi fungsional baik secara horizontal (koordinasi
terhadap unit/instansi yang setingkat), secara diagonal (koordinasi terhadap

instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi bukan bawahannya) maupun
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secara territonal (koordinasi terhadap instansi lainnya yang berada dalam suatu
wilayah tertentu).

Jenis koordinasi fungsional paling sering digunakan dalam koordinasi
penyusunan LKPJ Bupat. Pendekatan koordinas: yang paling sering diterapkan
dalam penyusunan LKPJ Bupati adalah peningkatan potensi koordinasi
(pengiriman data dan kontak langsung).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 3 Tahun
2007, substansi dalam LKPJ Bupati sekurang-kurangnya menjelaskan: arah
kebyjakan umum pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah secara
makro, tenmasuk pendapatan dan belaya daerah, penyelenggaraan urusan
desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan;, dan penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan. Arah kebiyakan umum pemerintahan daerah memuat visi,
misi, strategi, kebiyakan dan priontas daerah. Pengelolaan keuangan daerah
memuat: pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi,
target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan
pengeiolaan belanja daerah meliputi kebjakan umum anggaran, target dan
realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

Guna memudahkan pelaksanaan  koordinasi, diperlukan  pula
kepanitiaan/tim yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Adapun
pembentukan kepanitiaan/tim dalam koordinasi penyusunan LKPJ ditetapkan

melalut  Keputusan Bupatt Sintang Nomor 033 Tahun 2013  Tentang
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Pembentukan Tim Fasilitast Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014.
Selanjutnya, melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor 130kep-Tapem/2014 telah
dibentuk Tim Narasumber Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014

Tugas dan  Kewapban Tim  Narasumber Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012
sebagaimana dimaksud di atas adalah menyediakan tenaga Asistensi dan
Narasumber dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sintang; serta memberikan bimbingan teknis kepada Aparatur
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan dengan penyusunan draf
Lapoian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Kabupaten Smtang. Tim
sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagaimana
Nota Kesepakatan Bersama (Momerandum of Understanding) antara Pemerintah
Kabupaten Sintang dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Selain Tim sebagaimana dikemukakan di atas, melalui Keputusan Bupati
Sintang Nomor 033/44/Kep-Tapem/2014 juga telah dibentuk Tim Penglimpun
Data Pendukung Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014.

Tugas dan Kewajiban Tim Penghimpun Data Pendukung Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang sebagai berikut:mengumpulkan bahan dan

data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam rangka Penyusunan Laporan
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Penyelenggaraan ~ Pemerintahan ~ Daerah  dan  Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang pada masing-masing SKPD; melaksanakan
cros cek data dengan hasil pengolahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

-~ -~

Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang Tahun 2012
dar pihak konsultan. Dalam melakukan tugas, Tim sebagaimana dimaksud,

bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerja Tim secara

Marseto (dalam Effendy, 1996:70) menyatakan bahwa “‘suatu data yang
bernilai  harus memenuhi  tiga ketentuan, vyakni: a) Ketelittan data
(piecision reprodiicebility), bKompatabilitas data  (comparability) dan )
Validitas data (Talidity)”. Dengan demikian keberadaan suatu data dalam sebuah
kantor harus didasarkan kepada aspek selektivitas data yang benar-benar akurat
sehingga data tersebut pada akhirnya dapat diolah dan memiliki makna bagi suatu
organisasi.

Lucas (dalam Sutrisno dan Sanusi, 2001:20) menyatakan informasi
adalah “daia yang telah diolah menjadi bentuk yang mengandung arti bagi
penerima dan mempunyai/memiliki  nilai nyata dalam keputusan, baik
sekarang/saat ini maupun yang akan datang”. Sementara itu Terry (dalam Sutrisno
dan Sanusi, 2001.20) mengemukakan bahwa: “informasi adalah data yang
mengandung arti dalam memberikan pengetahuan yang bermanfaat”. Davis

(dalam Effendy, 1996:76) menyatakan bahwa: “Informasi adalah data yang telah
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diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan
mempunyal nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan
mendatang”.

Jems Data yang Diperlukan Dalam penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang relatif agak sulit di dapat. Oleh karena itu,
koordinasi dalam proses pengumpulan data dimaksud perlu dilakukan. Pada
dasarnya informasi diproduksi oleh data, sehingga keberadaan suatu data sangat
menentukan nilai suatu informasi. Kekeliruan dalam mengelola data akan
berakibat pada kelemahan informasi itu sendir, sementara itu informasi dapat
dijadikan referensi dasai dalam pengambilan keputusan. Berkenaan dengan
pengambilan keputusan, Sedarmayanti (2001:38) mengemukakan bahwa
informasi dapat bertungsi untuk: a) Menggambarkan;, b)
Menjelaskan/menerangkan; ¢) Memperkirakan; d) Mengevaluasi;, ¢) Mengadakan

pembaharuan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek penyusunan LKPJ dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Tingkat kemampuan aparatur, ketepatan waktu, serta tingkat akurasi
data dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
{(LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
masih belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian sasaran
kinerja baru mencapai 55% dari target 100%.

b. Koordinasi dalam Penyusunaii Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang belum sepenuhnya dimulai
pada saat perumusan kebijakan, yaitu pada tahap perencanaan.

¢. Jenis Data yang Diperlukan Dalaim penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang baik data Urusan Wajib maupun
Urusan Pilihan relatif agak sulit di dapat.

O R IUNEIE T < A T RO T A,
Berdasaikan aspek penibahasan LKPJ dapat disimpulkan  bahwa

2

pembahasan LKPJ dilakukan melalur beberapa tahapan kegiatan yaitu
sebagai berikut: (1) Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten
Sintang dalam rangka menentukan agenda sidang paripurna pembahasan

LKPJ Bupati. (2) Penyampaian Surat dart Ketua DPRD kepada Bupati

D
Lo
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untuk menyampaikan Pidato LKPJ dalam paripurna DPRD. (3)
Pembantukan Pansus DPRD dalam rangka pembahasan LKPJ. (4)
Kunjungan kerja/Kaji terap DPRD. (5) Rapat Kerja dengan SKPD. (6)
Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupaiti.

B. Saran

1. Guna mendukung kelancaran Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang keglatan koordinasi perlu
dimular sejak awal, yaitu pada tahap perencanaan. Dengan dimulai sejak
perencanaan diharapkan adanya kesamaan persepsi antar unit kerja terkait.
Dalam pelaksanaan koordinasi diharapkan pula dilakukan penyempurnaan
sistem kerja.

2. Guna mendukung kelancaran Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban  (LKPJ) Bupali  Siniang  periu  penmgkaian
kemampuan staf dalam pengolahan data penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang. Indikator yang dijadikan amatan
uniuk mencapai sasaran iersebut adaiah 1) Meningkatnya kompetensi
pengolahan data; 2) Ketepatan waktu penyusunan LKPJ dan 3) Tingkat
akurasi data LKPJ Bupati. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah Pelatihan
pengolahan data penyusunan Laporan Keterangan Perianggungjawaban

Bupati Sintang.
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Jenis Data Urusan Wajib yang Diperlukan Dalam penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang

No

Urusan Wajib

Jenis Data

Urusan Pendidikan

Jumlah sarana dan prasarana
pendhdikan (Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar, Menengah
dan tinggi, Pendidikan Non Formal)
Jumlah siswa jenjang
TK/RA/Penitipan anak

Angka Parisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A

Angka Parisipast Murni (APM) SMP/
MTs/ Pakct B

Angka Parisipast Murni (APM)
SMA/SMK/ Paket C

Angka Putus Sekolah (APS) SD/M1
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/
MTs

Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK

Urusan Kesehatan

Jumiah sarana dan prasarana kesehatan
(Rumah sakit, puskesmas, pustu,
klimk, dll)

Cakupan balita gizi buruk yang
mendapat perawatan

Cakupan peieimuan dan penanganari
penderita penyakit TBC BTA
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masvarakat miskin

Urusan Lingkungan Hidup

Luas area ruang terbuka hyyau (RTH),
taman dan lahan resapan air

Daya tampung tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuan penduduk
Persentase jumlah sampah vang dapat
ditangani oleh petugas kebersthan

Urusan Pekerjaan umum

Panjang jalan dalam kondisi baik.
Jumiah rumah bersanitasi
Luas kawasan kumuh

Urusan Penataan Ruang

Jumlah bangunan ber-IMB
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No Urusan Wajib Jenis Data
6 Urusan Perencanaan e Penyelenggaraan musrenbang
Pembangunan kelurahan
7 Urusan Perumahan e Jumlah rumah tangga pengguna air
bersih
e Jumlah rumah layak huni
e Luas lingkungan pemukiman kumuh
8 Urusan Pemuda dan Olahraga | e Jumlah lapangan olah raga
e Jumlah gelanggang olah raga
9 Urusan Penanaman Modal. e Rekomendasi 1jin usaha yang
dikeluarkan
10 Urusan Koperasi dan Usaha | e Jumlah Koperasi aktif
Kecil Menengah. e Jumlah anggota koperasi
11 Urusan Kependudukan dan| e Jumlah penduduk wajib KTP
Catatan Sipil. e Jumlah Penduduk yang memiliki Akte
Kelahiran
12 Urusan Tenaga Kerja. e Jumlah pencari kerja
e Angka pertumbuhan angkatan kerja
13 Urusan Ketahanan Pangan e Ketersediaan pangan utama
i4 Urusarn Pemberdayaan | o  Angka melek huruf perempuan usia
Perempuan dan Perlindungan 15th keatas
Anak e Partisipasi angkatan kerja perempuan
15 Urusan Keluarga Berencana | e Prevalensi peserta KB aktif
dan Keluarga Sejahtera. e Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera 1
16 Urusan Perhubungan e Jumlah angkutan darat
e Jumlah fasilitas/prasarana
perhubungan
17 Urusan  Komunikasi  dan | e Jumlah wartel/ warnet yang ada
Informatika
18 Urusan Pertanahan e Luas lahan yang bersertifikat
e Jumlah kasus sengketa lahan
19 Urusan Kesatuan Bangsa dan | e Jumlah LSM, Ormas, OKP
Politik e Jumlah kegiatan LSM, ormas, OKP,
Parpol.
20 Urusan Otonomi  Daerah, | ¢ Jumlah PNS
Pemerintahan Umum, | e Jumlah Pensiunan PNS
Administrasi Keuangan | ¢ Jumlah instansi vertikal dan UPTD
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
21 Urusan Pemberdayaan | e Jumlah anggota PKK aktif
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Urusan Wajib

Jenis Data

Masyarakat

Jumlah Posyandu Aktif

N9
[N

Ulrusan Sosial

Jumlah penyandang cacat
JUmlah sarana Panti Asuhan, Panti
Jompo dan Panti Rehabilitasi

23

Urusan Kebudayaan

Jumlah sanggar seni dan budaya
Jumlah Sarana/ Prasaran
penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang dilestarikan

Urusan Statistik

Jumiah kegiatan sensus dan survey
yang dilaksanakan di wilayah tersebut
Ketersediaan buku profil wilayah

25

Urusan Kearsipan

Efektivitas kegiatan kearsipan yang
dilaksanakan

Sarana dan prasarana arsip yang
dimilki

26

Urusan Perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang ada

Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang.
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Jenis Data Urasan Pilihan yang Diperlukan Dalam penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang

No Urusan Pilihan Jenis Data
1 Urusan Kelautan dan e [ uas lahan usaha perikanan
Pertkanan e Jumlah tenaga kerja sector
perikanan
e Jumlah produksi ikan
e Tingkat konsumsi ikan
2 Urusan Pertanian e [ uas lahan pertanian
e Jumlah tenaga kerja dr bidang
pertanian
3 Urusan Kehutanan e [uas Kawasan hutan
e Kontribusi Sektor Kehutanan
terhadap PDRB Kabupaten
4 Urusan Energt dan Sumber e Luas Areal Pertambangan Rakvat
Daya Mineral e Jumlah tenaga kerja di bidang
pertambangan
e Kontribust Sektor Pertambangan
terhadap PDRB Kabupaten
5 Urusan Pariwisata e Jumlah kunjungan wisatawan per
tahun
e Jumlah lokasi obyek wisata
s Kontribusi Sektor Pariwisata
terhadap PDRB Kabupaten
6 Urusan Industri e Jumlah Idustri Kecil, Menengah dan
Mikro yang ada
e Jumlah tenaga kerja sector industri
kecil, menengah dan mikro
e Kontribusi Sektor Pertambangan
terhadap PDRB Kabupaten
7 Urusan Perdagangan e Jumlah PKL
e Jumlah izin usaha perdangan yang
telah dikeluarkan
e Kontribusi Sektor Perdagangan
terhadap PDRB Kabupaten
8 Urusan Transmigrasi e Luas Areal Transmigrast
e Jumlah transmigrasi swakarsa

Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka




42512.pdf

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung. Allabeta.

Arikunto, Suharsimi.1998. Prosedur Penelitian Suami Pendekatan Praktis.
Jakarta-Bina Aksara

Gibson. 1995. Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses. Jakarta - Airlangga.

1997 Teori Crganisasi dan Pengorganisasian [disi ke 17 Jakarta:
Erlangga.

Gitosudramo dan Sudita, 2001. Perilaku Organisasi. Yogyakarta:BPFE.
Hastbuan, M. 1996. Organisasi dan Motivasi. Jakarta - Bumi Aksara.

Irawan. 2001. Manajemen Kinerja SDM. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara
Islamy, M 1. 1988. Materi Pokok Kebijakan Publik. Jakarta: Karunika UT.

. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara.

Jones, C. 1991 . Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Press

Kaloh, J. 2001. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta,
Dircktorat Bina Wilayah Administrasi Dircktorat Jendral Umum
Pemerintahan.

Kementrian Pendavagunaan Aparatur Negara RI. 2003. Prosiding Hasil Rapat
Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional.
Jakarta: Kementrian Pendayagunaan Aparatur.

Ma’moen, €. 2001, Pengelolaan Informasi dan Teknik Peluporair. Jakarta: LA
RI

Mahsun, M. 2006 Pengutknran Kinerja Sektor Publik. Yogvakarta: BPFE.

Mangkunegara, AP 2005. Evaluasi Kinerja SDM. Yogyakarta: BPFE.

Nugrohe, Riant D, 2003 = Kebijakan Publik Formulai, Implementasi dan
FEvaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Pudiklatwas BPKP, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: Departemen
Keuangan Rl

, 2000. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta: Departemen
Keuangan RL

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42512.pdf

P D7 B b S AINNOY A oo Dol L Y o P Jias S en i dre s ot
Rafael Peggang. 2009. Analisis Kebijakan Pengelolaan Data Administrasi Muiid

Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Tempunak
Kabupaten Sintang. Tesis Universitas Terbuka Jakarta.

Soemirat, S dan Ardianto, E. 2002. Dasar-Dasar Public Relations. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.

Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Cublik . Konsep, Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suryabrata, S 2000 Metodonlogi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suryadi, P. 1999. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah. Jakarta: LAN.

Sutarto. 1993, Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gajah Mada University

Press 2000.

Syahrani. 2008. Analisis Terhadap Sistem Dan Prosedur Penyelenggaraan Laporan
Keuangan Daerah Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Melawi. Penelitian Mandiri Pemkab Melawi.

Triguno, 2002. Budaya Kerju, Mencipiukan Lingkungan Yang Kondusif Uniuk
Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: PT Golden Trayon
Press.

Tangkilisan, HN. 2003. Implemeniasi Kebijukan Publik, Transformasi Pikiran
George Fdwards. Yogyakarta: Lukman Offset.

Wahab, SA. 1997 Analisis Kebijakan Dari [ormulasi Ke [mplemeniasi
Kebijakan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wibawa,Samudra, 1997, Kebijakan Publik Proses dan Analisis, Jakarta:
Intermedia.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media
Pressindo.

Yulianus Ude. (2013). Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggumgjawaban (LKPJ) Bupati Sintang. Skrnipst Program

Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial Dan 1llmu Politik, Universitas Kapuas

Peraturan Perundang — Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
vang bebas dan bersih darn KKN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42512.pdf

o
~J

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42512.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA

jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tanggerang Selaian 15418

Telp. 021-7415050, Fax.021-7415588

BIODATA MAHASISWA

Naimia : Fransiskus Edward
NIM - 500643597

Tempat dan Tanggal Lahir : Singkawang, 7 Oktober 1977

RegistiasiPertaiiia (201401
RiwavatPendidikan . SD Swasta AMKUR Kec. Pemangkat

SMP Swasta AMKUR Kec. Pemangkat
SMA Swasta AMKUR Kec. Pemangkat
S-1 Program Studi lmu Administrasi Negara Universitas Tanjung

Pura Ponlianak Kalimantan Barat.

Riwavat Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. di Sekretariat Daerah kabupaten Sintang
Kal-Bar s.d sekarang.
Alamat Tetap - Jalan Oevang Oeray BTN Akcaya Indah Lestar1 Blok 1 No. 14

Desa Sungai Ana Kec. Sintang Kab. Sintang Kalimantan Barat

Telp./ HP. 081345245394

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42512.pdf

PEDOMAN WAWANCARA

I Apa vang meniadi tujuan strategis Penvusunan laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bagian Tata Pemerintahan
Sckretariat Dacrah Kabupaten Sintang?

2. Bagaimanakah pencapaian tujuan Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bagian Tata Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang?

5. Apa saja alat koordinasi yang dipergunakan dalam Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bagian Tata
Pemerintahan Sckretariat Daerah Kabupaten Smtang?

4 Bagaimana kinerja Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bagian Tata Pemerintahan
Sekretaniat Daerah Kabupaten Sintang?

5. Indikator kinerja apa saja yang menjadi acuan dalam kegiatan
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang?

Q‘\

Berapa jumiah aparatur yang diperiukan untuk mengolah data dalam
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Oleh Bagian Tata Pemeriniahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang?

7. Bagaimanakah kemampuan aparatur dalam pengumpulan data untuk
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang?
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. . 1
Bagaunanakah kemampuan aparatur dalam pengolahan data  untuk

o

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekietariat Daerah Kabupaten Sintang”

9. Bagaimanakah kemampuan aparatur dalam menganalisis data untuk
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang?

.Data apa saja yang diperiukan dalam Penyusunan Laporan Keterangan

s
(@)

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bagian Tata Pemerintahan
Sekietanai Daerah Kabupaien Sintang?
11 Bagaimanakah ketersediaan data dalam Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bagian Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang?
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : FRANSISKUS EDWARD, S.SOS.

NIM ;5600643597
Judul : Analisis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam

Penyusunan Dan Pembahasan Laperan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD Kabupaten
Sintang

Nama Yang : Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang

Diwawancara

1. Apa yang menjadi tujuan strategis penyusunan LKPJ Bupati?

Jawab: berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok
dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, yaitu
“meningkatnya kualitas pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan perkembangan penyelenggaraan tata pemerintahan
umum, Kecamatan, Kelurahan dan desa serta otonomi daerah”.

2. Apa kebyakan operasional yang hendak dicapai terkait penyusunan LKPJ?
Jawab: dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Sintang yang
berkaitan dengan pelaksanaan tupokst Bagian Tata Pemermtahan,
kebijaksanaan operasional yang hendak dicapai adalah Peningkatan Kualitas
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
3. Apa program yang hendak dicapai terkait penyusunan LKPJ?

Jawab: yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Bagian Tata Pemerintahan,
program yang hendak dilaksanakan adalah Optimalisasi Penyusunan Laporan
Kelerangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Bagaimana kinerja Bagian Tapem dalam menyusun LKPJ?

Jawab: Cukup baik
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5. Apa saja Jems Urusan Wajib dan SKPD Penanggung Jawab Daiam
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang ?
Jawab: Penyusunan LKPJ terdapat 26 urusan wajib. Jenis Urusan Wajib dan
SKPD Penanggung Jawab Dalam penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang adalah berdasarkan tugas pokok dan

fungsi masing — masing SKPD yang bersangkutan.

6. Apa saja Jenis Urusan Piithan dan SKPD Penanggung Jawab Dalam
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupat1 Sintang?
Jawab. Penyusunan LKPJ terdapat 8 urusan piithan. jenis Urusan Pilihan dan
SKPD Penanggung Jawab Dalam penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang adalah berdasarkan tugas pokok dan

fungsi masing — masing SKPD yang bersangkutan. Urusan pilihan adalah

7. Apa saja substansi yang harus dimuat dalam LKPJ?

Jawab: substansi dalam LKPJ Bupati sekurang-kurangnya menjelaskan: arah
kebijakan umum pemernntahan daerah; pengelolaan keuangan daerah secara
makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan
desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan. Arali kebyakan umum pemeriniahan daerah memuat
visi, misl, strategi, kebijakan dan prnortas daerah. Pengelolaan keuangan
daerah memuat: pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan
ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan
solusi, dan pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran,
target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan

dan solust.
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8. Apa saja substansi Penyelenggaraan urusan desentralisasi?

Jawab: Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan

urusan wajib dan urusan pilithan. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan

meliputi: program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan

keglatan, dan permasalahan dan solusi.

9. Apa saja substansi Penyelenggaraan tugas pembantuan?

Jawab. tugas pembaniuan meliputi tugas pembaniuan yang diienima dan tugas

pembantuan yang diberikan. Tugas pembantuan yang diterima sebagaimana

dumnaksud meliputi;  dasar hukum; instansi pemben tugas pembantuan;

program, kegiatan dan pelaksanaannya; sumber dan jumlah anggaran yang

digunakan; dan permasalahan dan solusi. Tugas pemibantuan yang diberikan

meliputi: dasar hukum; urusan pemerintahan yang ditugaspembantukan; dan

sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

10. Bagaimana ketersediaan Data Urusan Wajib yang Diperlukan Dalam
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang?

Jawab: Sulit untuk dipenuhi

11. Bagaimana ketersediaan Data Urusan Pihhan yang Diperlukan Dalam
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang?

Jawab: Sulit untuk dipenuhi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42512.pdf

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : FRANSISKUS EDWARD, S.SOS.

NIM i 500043597
Judul : Analisis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam

Penyusunan Dan Pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD Kabupaten
Sintang
Nama Yang : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Diwawancara
1. Apa yang menjadi sasaran kebijaksanaan operasional penyusunan LKPJ?

Jawab: berdasarkan kebiyaksanaan operasional yang hendak dicapai tersebut

menetapkan sasaran antara lain sebagai berikut: Terciptanya Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yaitu dalam

penyusunan LKPJ

2. Bagaimana capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) D1 Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 terkait

0

LI A Y
IDJ.'

penyusunati LKE

Jawab: masih belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian sasaran

kineija baru mencapai 55% dari target 100%

3. Apa saja indikator Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dt Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 terkait
penyusunan LKPJ?

Jawab: Tingkat Kemampuan aparatur, ketepatan waktu, serta tingkat akurasi

data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) Kepada Pemeriniah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Kepada

Masyarakat
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4. Bagaimana tingkat pencapaian sasaran tersebut?
Jawab: tingkat kemampuan aparatur, ketepatan waktu, serta tingkat akurasi
data dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah Kepada Masyarakat masih
belum mencapai target yang diharapkan.
5. Bagaimana pemahaman pegawal ierhadap tugas-tugas penyusunan LKPJ7
Jawab: Pemahaman pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan relatif
imasih  kurang sehingga sering menimbuikan keterlambatan  dalam
penyelesaian suatu masalah/pekerjaan. Cara mengatasinya antara lain dengan
mempersiapkan pegawai untuk mengikutt kursus-kursus atau pelatihan teknis
serta melakukan mekanisme kontrol yang tepat.
6. Bagaimana koordinasi dalam penyusunan LKPJ?
Jawab: jenis koordinasi fungsional paling sering digunakan dalam koordinasi
penyusunan LKPJ Bupati oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sintang. Pendekatan koordinasi yang paling sering diterapkan
dalam penyusunan LKPJ Bupati adalah peningkatan potens: koordinasi
(pengiriman data dan kontak langsung). Cara meningkatkan potensi koordinasi
yang dilakukan melaiui Sistemn Informast Vertikal dengan mengirim data ke
atas dan ke bawah jenjang organisasi ataupun melalui hubungan lateral yaitu
melalui kontak langsung.
7. Apa yang menjadi payung hukum dalam penyusunan LKPJ Bupati
Sintang?
Jawab: Keputusan Bupati Sintang Nomor 033 Tahun 2013  Tentang
Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2012.
Keputusan Bupati Sintang Nomor 130kep-Tapem/2012 Tentang Pembentukan

Tim Narasumber Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2012. Keputusan
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Bupati Sintang Nomor 033/44/Kep-Tapem/2013 Tentang Pembentukan Tim
Penghimpun Data Pendukung Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2012
8. Apa tugas Tin Fasilitast Penyusunan LKPJ Bupat Sintang Tahun 20147
Jawab: Tim dimaksud bertugas melaksanakan verifikasi data dari masing-
masing Saiuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan kepihak
konsultan untuk kepentingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemeriniahan Daerah Kabupaien Sintang, seria melaksanakan koreksi draf
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang

9. Apa tugas Tim Narasumber Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun

20147
Jawab: Tugas dan Kewajiban Tim  Narasumber Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012

Narasumber dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang; serta memberikan bimbingan tekiis
kepada Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan
dengan penyusunan draf Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sintang. Tim sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab
melaksanakan tugas sebagaimana Nota Kesepakatan Bersama (Momerandum
of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan
Barat.

10. Apa tugas Tim Penghimpun Data Pendukung Penyusunan LKPJ Bupati

Sintang Tahun 20147

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupatt Suitang sebagai berikut:mengumpulkan bahan
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dan data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam rangka Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah dan  Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban  Bupau  Switang  pada  masing-masing  SKPD,
melaksanakan cros cek data dengan hasil pengolahan Laporan
Penyelenggaraan  Pemenntahan  Daerah dan Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sintang Tahun 2012 dan pihak konsultan. Dalam
melakukan tugas, Tim sebagaimana dunaksud, bertanggungjawadb dan wajib
menyampaikan laporan hasil kerja Tim secara tertulis kepada Bupati Sintang,
11. Bagainana ketersediaan Data Urusan Wajib yang Diperiukan Dalam
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang?
Jawab: Sulit untuk dipenuhi
12. Bagaimana ketersediaan Data Urusan Pilihan yang Diperlukan Dalam
penyusunan Laporan Kelerangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang?

Jawab: Sulit untuk dipenuhi
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